BAB 11
TIANJUAN UMUM HAKAM, BANTUAN HUKUM

DAN PERSENGKETAAN

A. Hakam
1. PengertiartHakam

Istilah hakam berasal dari bahasa Arab yaitd-hakamu yang
menurut bahsa berarti wasit atau juru penengah, kdéa al-Hakamu
identik dengan katal-faishal’ Dalam kamus Bahasa Indonesiakam
berarti perantara, pemisah, wasit.

Tentang pengertianhakam banyak para tokoh Islam yang
mendefinisikannya, diantaranya Ahmad Musthafa atddhi,
mengartikanhakam dengan orang yang mempunyai hak memutuskan
perkara antara dua pihak yang bersengkétenurut Hamka, pengertian
hakamyaitu penyelidik duduk perkara yang sebenarnyanggh mereka
dapat mengambil kesimpuldnAmir Syarifuddin menyebutkan bahwa
hakam adalah seorang bijak yang dapat menjadi penengabmd

menghadapi konflik keluarga.

1 Ahmad Warson MunawirKamus al-Munawwir Arab-IndonesisSurabaya: Pustaka
Progresif, 2002, hal. 309

2 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengenmb&ajmsaKamus Besar
Bahasa Indonesjalakarta: Departemen Pendidikan Nasional & Balmsitdka, Edisi ke 111, 2003,
hal. 383.

¥ Ahmad Musthafa al-Maraght,afsir Al-Maraghi Jilid 5, Terj. Bahrun Abu Bakar dan
Henry Nur Aly, Semarang: Toha Putra, 1988, hal. 40.

* Hamka,Tafsir Al-Azhar Juz V, Jakarta: Pustaka Panjimas, 2005, hal. 68.

® Amir Syrifuddin,Hukum Perkawinan Islam di Indonesitakarta: Prenada Media, 2006,
hal. 195.
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Dalam fikih munakahat terdapat definisi bahvmakam atau
hakarmain adalah juru damai yang dikirim oleh dua beldtal suami istri
apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tdikeahui keadaan siapa
yang benar dan siapa yang salah di antara kedus &id tersebuf,

Secara etimologishakam dalam perspektif Islam adalah orang
yang ditunjuk (berperan) sebagai penengah dalarpepesaian sengketa.

Dalam kitabJami’'ul Wasith hakamadalah

Lol J.,u.U S e

“Orang yang dipilih untuk memutuskan atau menyeddsai
persengketadn’

Dalam tradisi Islam, penyelesaian perselisihan giensengketaan
dengan mediasi dikenal sebagai tahkim, defgkamsebagai juru damai
atau mediatorny&.Diartikan juru damai, yakni seseorang yang dikirim
oleh kedua belah pihak suami istri apabila terjpdrselisihan antara
keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang blanasiapa yang salah
di antara kedua suami istri tersebut.

Sementara dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 giaibgh
menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dalam fsgenya pada
pasal 76 ayat (2) diberikan keterangan batasanepgsmghakamdengan

kalimat yang jelas: Hakam adalah orang yang ditetapkan Pengadilan

® Slamet Abidin dan Aminuddirfigih Munakahat Bandung: CV Pustaka Setia, 1999,

hal. 189.

hal. 13.

" Kitab Mu’jamul Wasith, Juz 1, Dar al-Fikr, hal.@.9
8 Cik Hasan BisriPeradilan Agama di Indonesidakarta: Raja Grafindo Persada, 2003,
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Agama pihak suami atau pihak keluarga istri atéaklain untuk mencari
upaya penyelesaian perselisihan terhadap syijaq.”

Dari beberapa uraan tentang pengertfeakam di atas dapat
dipahami bahwa pengertidrakamsetidaknya dapat dirumuskan dengan
adanya seorang atau lebih, dari pihak keluarga atang lain yang
ditetapkan dan bertugas sebaga juru tengah untuldansikan antara
suami dam istri yang sedang berselisih dan berstagk

2. Dasar Hukum Penetapatakam

Mengenai penetapan atau pengangkdtakam dapat diketahui
dari pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahui62terubahan atas
Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilaanfsg Tertulis
bahwa: “Pengadilan setelah mendengar keterangasi saktang sifat
persengketaan antara suami istri dapat menganeg&edrg) atau lebih dari
keluarga masing-masing pihak ataupun orang lainukuntenjadi

110

hakam

Dalam Al-Qur'an surat al-Nisa’ ayat 35 disebutkahwa:
mjum@m o 1S it ne s A0 g Gl s O3

35 1slody Lhs We O8N &) g d g 5o

!

Artinya: “dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan ankaduanya,
maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laildan
seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedung
hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscdiagh A

® Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 perubahan atasrigAdadang No. 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama.

1% Bunyi pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No. 3 TaRd®6 perubahan atas Undang-
Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
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memberi taufik kepada suami istri itu. SesungguhAjlah
Maha Mengetahui lagi Maha Mengen#éDS. An-Nisa’: 35)*

Melihat ayat di atas maka dapat diketahui bahwasg®o
penyelesaian sengketa dibutuhkan seoraakam (juru damai) sebagai
penengah dalam penyelesaian sengketa. Peramalamdi sini sangat
urgen dengan mengkomunikasikan para pihak yanghgketa. Jadi, di
sini komunikasi secara langsung antara para pitkak #ebih produktif
menyelesaikan sengketa. Hal tersebut dikuatkanafirmllah QS. Al

Hujurat ayat 9-10 sebagai berikut:

S dias) s d wdm el s e . ol by

(10-9 ol mdy (S5 1SIE A 1580 2SS0

Artinya: “dan kalau ada dua golongan mereka yang beriman itu
berperang hendaklah kamu damaikan antara keduafygpi
kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap ydaq,
hendaklah yang melanggar itu kamu perangi sampautsu
kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut,
damaikanlah antara keduanya menurut keadilan. Dan
hendaklah kamu barlaku adil, sesungguhnya Allah aiméa
orang-orang yang berlaku adil. Orang-orang berimatu
sesungguhnya bersudara. Sebab itu damaikanlah geldh
hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takuterhadap
Allalhz, supaya kamu mendapat rahmhatQS. Al-Hujurat: 9-
10).

" Departemen Agamail-Qur'an dan TerjemahnyaBandung: CV. Diponegoro, 2003,
hal. 66.
bid., hal. 77.
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Hal yang searah dengan upaya tersebut masuk dalamsan Al-

Qur'an surat an-Nisa’ 114:

S A 06 ) A e 8 20 Y

Ll ke Bl agl O3ed A sl ig) A5 ek ey W0

114

Artinya: “tidak ada kebaikan kepada kebanyakan bisikan-hisikareka,
kecuali bisikan-bisikan dsri orang yang menyuruhaiomsia)
memberi sedekah, atau berbuat ma’ruf, atau mengadak
perdamaian diantara manusia. Dan barang siapa ybhagbuat
demikian karena mencari keredhaan allah maka kedakni
memberi kepadanya pahala yang bes@S. An-Nisa’: 114)-

Kandungan ayat di atas merupakan lanjutan ayatwsehga yang
mengatur bagaimana menyelesaikan konflik yang lefmigan yang
disebut dengan istilah nusyuz, nusyuz adalah Kon#ing berawal dan
terjadi disebabkan oleh salah satu pihak, suami &i. Mekanisme
penyelesaian konflik dalam kasususyuz diatur dalam Al-Qur'an
sebagaimana dijelaskan dalam surat an-Nisa' ayatb&4wa suami
hendaknya mengatasi istrinya dengan berbagai saprti memberikan
peringatan (nasehat), memisahkan diri dari tempir t(hijr), atau
memukul istri. Mahmud Syaltuf dalam tafsirnya, neagkan bahwa tiga
tahapan bimbingan kepada istri disesuaikan deregas kewanitaannya.

Menurut Imam Syafi'i tentang asahakamain “Allah lebih

mengetahui terhadap apa yang dikehendakinya, tnkakhawatiran

13 bid., hal. 412.
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persengketaan yang mana apabila kedua suami astipas bersengketa,
Allah menyuruhkan untuk mengutus seordmgkam (juru damai) dari
pihak laki-laki (suami) dan seorangakam (juru damai) dari pihak
perempuan (istrij*
3. Prosedur Penetap&takam

Proses penunjukahakam dalam kajian figih disebutahkim®
Tahkim secara etimologis berarti menjadikan seseppghak ke tiga atau
yang disebuthakam sebagai penengah suatu sengketa. Penetapan dan
pengangkatanhakam secara teknis belum pernah penulis temukan
bagaimana proses dan teknisnya, tetapi hal ini tddpe@tahui dalam
pelaksanaannya di Lembaga Peradilan Agama, Progeshatapan atau
pengangkatan hakan yaitu ditetapkan pada putudansetelah perkara
ditetapkan sebagai perkara syigaq dan dilakukarepksaan saksi-saksi
keluarga oleh majelis hakim. Dalam pemeriksaarebers yakni setelah
ditetapkannya perkara menjadi perkara syiqaq, halapat menetapkan
perlu tidaknya untuk mengangkiahkamdari pihak keluarga suami istri
atau orang lain untuk mendamaikan dan merukunkarb&k suami istri
yang sedang berselisih dan bersengketa.

Dari penjelasan di atas, lebih praktisnya tentangseguur
penetapanhakam penulis lebih mengacu pada buku Pedoman Teknis

Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama yang ditkam Mahkamah

4 Imam Abdilah Muhammad bin Idris Al-SyafiAl-Umm Jilid 5, Beirut Lebanon: Darul
Kutub Al-limiyah, tt.

15 Supriadi, Etika dan Tanggungjawab Profesional Hukum di IndiaeJakarta: Sinar
Grafika, 2008, hal. 154.

18 http://afinz.blogspot.com/2010/03/mediasi-dalankima-islam.html
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Agung RI., disebutkan tentang pengangkateakam dengan kalimat
sebagai benikut:

“Perneriksaan dan penyelesaian gugat cerai atas siggaqg harus
berpedoman pada pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tH980
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang N®tabun
2006, yailu memeriksa saksi-saksi dari keluarga atang-orang
dekat dengan suami isiri, setelah itu Pengadilanamay
mengangkat keluarga suami atau istri atau orang $abagai
hakam'’

Dengan demikan prosedur yang ditetapkan dalam pusgetapan
dan pengangkatan hakam adalah ketika perkara ymefisthkan dan
dipersengketakan telah ditetapkan sebagai perlataia §yigag dan di
situlah pastinya perkara menjadi semakin rumit, andk antara kedua
belah pihak dibutuhkan penengah, yaitu seseorang yeofesional dalam
mendamaikan suami istri tersebut yang disebut hakam

4. Macam-MacanHakamdan Syarat Menjadiakam

Tentang kriteria macam-macam hakam dikelompokkaandaua
klasifikasi yaitu tentang siapa yang menjadi haldan siapa yang berhak
mengangkat hakam.

Pendapat pertama, tentang siapa yang menjadi hakdm,?2
macam Yyaitu hakam yang berasal dan masing-maslogriga suami istri
dan hakam dan orang lain. Adanya dua macam hak&mdsl ini tidak
terlepas dan perbedaan pendapat yang terjadi dndg@ah para ulama.

Pendapat pertama tentang hakam dan pihak keluargaeimang tertera

" Mahkamah Agung RIPedoman Tekis Administrasi dan Teknis Peradilan maga
Jakarta: 2008, hal. 157
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secara jelas di dalam al-Qur'an Surat an-Nisa’ &t Di antara para
ulama yang mengikuti pendapat ini adalah Umar anakdnsari,
berpendapat bahwa juru damai harus terdiri dandeghh masing-masing
pihak suami dan istri. Dengan alasg@ertama bahwa keluarga kedua
belah pihak lebih tahu tentang keadaan kedua sistmmsecara mendalam
dan mendekati kebenaraKedug bahwa keluarga kedua belah pihak
adalah di antara orang-orang yang sangat mengiagirtkrcapainya
perdamaian dan kedamaian serta kebahagiaan kedoa siri tersebut.
Ketiga bahwa mereka yang lebih dipercaya oleh kedua isisdinyang
sedang berselisilKeempatbahwa kepada mereka kedua suami istri akan
leluasa untuk berterus terang mengungkapkan ishtesing-masing®
Pendapat kedua, mengatakan hakam boleh dan piaakdluarga
suami istri diantaranya yaitu Syihabuddin MahmudAlaksi. la
berpendapat bahwa juru damai boleh saja diambilulmkeluarga kedua
belah pihak. Dalam pandangannya, hubungan kekarabdidak
merupakan syarat sah untuk menjadi juru damai deksus syigaq, sebab
tujuan pokok dan pengutusan juru damai adalah umekcari jalan
keluar dan kemelut rumah tangga yang dihadapi slgtmi istri dan hal
mi dapat saja tercapai sekalipun juru damainya tualean keluarga kedua
belah pihak. Namun demikian, keluarga dekat ataarddugaan yang kuat
lebih mengetahui seluk beluk rumah tangga sertaagrimasing-masing

suami istri sehingga menurut al-Alusi, mengutusi jdamai dan keluarga

18 Abdul Aziz I)ahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jid h, 1709
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kedua belah pihak yang sedang berselisih tetap Bibnjurkan dan lebih
utama:®

Pengangkatamakam dalam perspektif Islam pada dasrnya sama
dengan pengangkatéwakampada badan peradilan. Ahli figih menetapkan
bahwahakamitu hendaklah orang yang mempunyai sifat hakimtuya
dapat dijadikan saksi baik laki-laki ataupun peraarp dan mempunyai
keahlian dalam bertindak sebadgakam sampai mendapatkan hukum.
Agar dapat diangkat menjadi hakim, seseorang nmesthenuhi syarat-
syarat antara lain: laki-laki yang merdeka, beraKahempunyai
kecerdasan), beragama Islam, adil, mengetahuiasegéok hukum dan
cabang-cabangnya, sempurna pendengaran, pengliwataitak bis3’

Syarat-syarat menjattiakammenurut Jumhur Ulama adalah orang
muslim, adil, dikenal istigamah, keshalihan pribathn kematangan
berpikir, dan bersepakat atas satu keputusan. Kemutmereka berkisar
pada perbaikan hubungan dan pemisahan antara mebeklaa,
berdasarkan pendapat Jumhur Ulama’, keputusan dueengah ini
mempunyai kekuatan untuk mempertahankan hubunganna¢misahkan
mereka’

Menurut Syihabudin al-Lusi (1217-1270 H), bahwasany
hubungan kekerabatan (untuk menunhdkan) tidak merupakan syarat

sah untuk menjadiakamdalam kasusyiqaq(perselisihan, percekcokan,

% Muhammad Ali Ash-ShabuniTafsir ayat Ahkam ash-Shabunlcrj. Mu'ammal
Hamidi, Surabaya: PT. Bina limu, 1995, hal. 1709

20 sypriadi,op. cit, hal. 159.

A http://abdurrazaqg.com/inex.php?option=com-
content&view=article&id=72=pemberdayaan-hakaman
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permusuhan yang berawal dan terjadi pada kedua lpgtak suami dan
istri secara bersama-sama). Sebab tujuan pokoktutikanya hakam
adalah untuk mencari jalan keluar dari kemelut tumangga yang
dihadapi oleh pasangan suami istri dan ini dapatpai sekalipun bukan
dari kedua belah pihak. Hal ini menjelaskan bahveanitih hakamharus
sungguh-sungguh dari kalangan professional dan dhli bidang
mediasit?

Selanjutnya, dalam figih munakahat disebutkan tenta
persyaratan menjadi hakam yaitu:
a) Berlaku adil antara di pihak yang bersengketa.
b) Mengadakan perdamaian antara kedua suami istradekblas.
c) Disegani oleh pihak suami istri.
d) Hendaklah perpihak kepada yang teraniaya, apalh@k pyang lain

tidak mau berdamar.

. Tugas dan Fungsiakam

Tugas hakam adalah sebagaimana tugas hakim, ddérhakam
harus sama dengan sifat hakim, yaitu mempunyai gifar, bijaksana,
mempunyai kompetensi di bidangnya, dan sifat langymendukungnya.
Hakamsebagai khalifah yang menjalankan fungsinya damidperadilan
sebagaimana hakim. Tugdskam harus sesuai dengan peraturan dan
perundangan Allah SWT. Hal ini dapat dilihat melditman Allah dalam

Al-Qur'an, sebagai berikut:

22 Ensiklopedi Hukum Islam 5, Jakarta: PT. Ikhtiyar® Van House, 1999, hal. 1708.
% Slamet Abidin dan Aminuddimp.cit, hal. 193.
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- Hai daud, sesungguhnya kami telah menjadikan kamalifah antara
manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikutah@afsu. (QS.
Shad (38) : 26)

- Maka demi tuhan engkau, mereka (pada hakekatngal theriman,
sehingga mereka mentahkimkan diri kepada kamu perkang
mereka perselisinkan (QS. An-Nisa’ (4) : 65)

- Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantarakenenenurut
apa yang diturunkan Allah dan jangan kamu mengikaiva nafsu
mereka. (QS. Al-Maidah (5): 48§.

Selain terdapat persamaan, ada juga perbedaan dedajalankan
tugas dan fungsi antara keduanydakam berperan hanya bersifat
memberikan bantuan, nasehat mengenai perkara y@amgahinya sesuai
dengan hukum yang ada. la tidak membuat atau npksstahukum
terhadap perkara yang belum ada hukumnya. Adapwmhaalam
menjalankan tugasnya tidak hanya sekedar menetdpkamm yang ada
tanpa melakukan analisis masalah yang dihadapialgandhal suatu kasus
tidak didapati hukumnya, ia dapat menetapkan hukardasarkafjtihad
sesuai dengan keinginan dan rasa keadilannya.

Berdasarkan tugalsakamitulah, ia dapat menjalankan fungsinya
sebagai hakam dalam memberikan bantuan hukum, nasihat hukum,
arbitrase untuk melakukan islah. Funggsikam adalah berusaha untuk

mendamaikan para pihak yang bersengketa agar rhasdégpat

24 Supriadi,op. cit, hal. 156.
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diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Ia barusaha agar pekara
yang disengketakan oleh masing-masing pihak. Dedgamkian, seorang
hakam dalam membela, mendampingi, mewakili, bertindakan d
menunaikan tugas dan fungsinya haruslah selalu swékan ke dalam
pertimbangannya kewajiban terhadap klien, terhagepgadilan, diri
sendiri, dan terhadap negara untuk menegakkan &dd@n dan

keadilan®®

B. ProsesBantuan Hukum
1. Mediasi

Mediasi dalam bahasa Inggris disebutdiation yang berarti
penyelesaian sengketa dengan menerffavienurut kamus besar bahasa
Indonesia, mediasi adalah proses mengikutsertaltzak ketiga dalam
penyelesaian suatu perselisihan sebagai pendsihat.

Dalam Undang-Undang No. 30 tahun 1999 dan penjatgsa
tidak ditemukan pengertian mediasi, namun hanya lmeeikan keterangan
bahwa; jika sengketa tidak mencapai kesepakataka mangketa bisa

diselesaikan melalui penasehat ahli atau medftor.

*®Ipid., hal. 160-161.

% John M. Echols dan Hassan Shadigmus Inggris-Indonesjalakarta: PT. Gramedia
Pustaka Utama, 1993, Cet. XIX, hal. 377.

" Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan PengenmbBabasaQp.cit, hal. 569.

% Bunyi Pasal 6 ayat (3) UU No. 30 Tahun 1999 addBhlam hal sengketa atau beda
pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didpdt diselesaikan, maka atas kesepakatan
tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapakedaikan melalui bantuan seorang atau lebih
penasehat ahli maupun melalui mediasi”.
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Kemudian secara tegas Peraturan Mahkamah Agundl Nahun
2008 menjelaskan bahwa: mediasi adalah cara pesayate sengketa
melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakantara pihak
dengan bantuan seorang mediator.

Pengertian cukup luas disampaikan oleh Gary GostePaebagai

berikut?®

“Mediasi adalah proses negosiasi sebagai pemecatasalah
dimana pihak luar tidak memihak (impartial) danraleberkerja
dengan pihak yang bersengketa untuk membatu mereka
memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaBkaneda
dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempumgaiienang
untuk memutuskan sengketa antara para pihak. Nadalsn hal

ini para pihak menguasakan kepada mediator untuiknbaetu
mereka menyelesaikan persoalan-persoalan diantagaeken
Asumsinya para bahwa para pihak ketiga tidak mampngubah
kekuatan dan dinamika sosial hubungan konflik dengara
mempengaruhi  pengetahuan dan informasi, atau dengan
menggunakan proses negosiasi yang lebih efektih Bangan
demikian membantu para peserta untuk menyelesgi&esoalan-
persoalan yang dipersengketakan”.

Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkarnwibamediasi
adalah penyelesaian sengketa secara damai dengaamgihak ketiga
yang disebut mediator, dan dalam menjalankan, rashhersikap adil,
netral (tidak memihak) serta ia tidak berwenangikmemutuskan karena
hanya berperan sebagai mediator.

Syarat-syarat mediator dalam menyelesaikan sengkdtlah

sebagai berikut®

% Gary Good PasterNegosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan
Penyelesaian Sengketa Melalui Negosidakarta: Ellips Project, 1993, hal. 73.

% Muhammad SaifullahMediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Pbsiii
Indonesia Semarang: Walisongo Press, 2009, Cet. I, hal. 78.
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a. Disetujui oleh para pihak yang bersengketa;

b. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah/ semesadapali
derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengk

c. Tidak mempunyai kepentingan secara finansial lagrhadap
kesepakatan para pihak;

d. Tidak mempunyai kepentingan terhadap perundinganng ya
berlangsung maupun hasilnya.

Dalam melaksanakan profesinya, keberadaan medsdogat
penting dalam proses mediasi, ia memiliki peranamialmenciptakan
keadaan sesuai dengan definisinya bahwa mediatatatadseorang
fasilitator yang menjadi penengah dalam sengketdar® menjalankan
fungsinya sebagai mediator, ia memiliki tugas utayaiu>*

a. Mempertemukan kepentingan-kepentingan yang salerpdaa agar
mencapai titik temu yang dapat dijadikan sebagaigkal tolak
pemecah masalah.

b. Membantu para pihak yang bersengketa untuk memapansiepsi
masing-masing.

c. Mempermudah para pihak saling memberikan informasi.

d. Mendorong para pihak berdiskusi terhadap perbeki@pentingan dan
persepsi.

e. Mengelola para pihak dalam bernegosiasi dengarasaasejuk dan

menjauhkan dari sikap emosi.

31 Rachmadi UtsmarRilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar PengadiBandung: PT.
Citra Aditya Bakti, 2003, hal. 90.



28

f. Mendorong para pihak dalam bernegosiasi dalam melkap
perdamaian dengan hasil damai.

Menurut Gary Good Paster, mediator memiliki perasap, seperti
menganalisa dan mendiagnosis sengketa. Oleh kam@enamenurutnya
mediator memiliki peran penting, yaitu melakukaragtiosis konflik,
identifikasi masalah serta kepentingan kritis, mesoy agenda,
memperlancar dan mengendalikan komunikasi, mengajarpihak dalam
proses dan ketrampilan bargaining, membantu patzakpidalam
mengumpulkan informasi penting, menyelesaikan rahsatiengan
beberapa pilihan, dan mendiagnosis sengketa sehimygmudahkan
dalam problem solvingf

Dengan demikian, maka seorang mediator tidak h&myandak
sebagai penengah belaka, penyelenggara dan atampentetapi ia juga
harus membantu para pihak untuk mendesain sengketsehingga dapat
menghasilkan kesepakatan bersama. Melihat begigarina peran

mediator, maka pelatihan mediator sangat penting.

. Konsiliasi

Dalam terminologi Indonesia, konsiliasi diartikan saha
mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untakncapai
persetujuan dan menyelesaikan perselisihan itugdrgan konsiliasi

sebagai salah satu lembaga APS hanya dijumpai Padang-Undang

32 Gary Good Pasteop. cit, hal. 39.
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APS pasal Poin 10, kata konsiliasi berasal dari abah Inggris
“conciliation” yang artinya tindakan mendamaikan.

Konsiliasi juga merupakan suatu proses penyelessagketa di
antara para pihak dengan melibatkan pihak ketigey yeetral dan tidak
memihak. Hanya saja peranan yang dimainkan olehaisgomediator
dengan konsiliator yang berbeda, sungguh pun dpfakiek antara istilah
mediasi dan konsiliasi sering saling dipertukarkan.

Konsiliasi bisa bersifat sukarela, tetapi juga adag bersifat
wajib. Konsiliasi wajib adalah konsiliasi yang wajdijalankan terlebih
dahulu (diwajibkan oleh Undang-Undang) sebelum gerkmisalnya
diajukan ke pengadilan. Di banyak negara, konsiagjib, misalnya
dalam bidang perselisihan perburuan, perceraianlaida sebagainya.

Jika pihak yang bersengketa tidak mampu merumusiaiu
kesepakatan dan pihak ketiga yang mengajukan ugalan keluar
sebagai penyelesaian, proses ini disebut dengarsiliash Proses
penyelesaian model ini mengacu pada pola penyatesaicara konsensus
yaitu pihak netral dapat berperan secara aktif mawgecara pasif. Pihak
yang bersengketa harus menyatakan persetujuausites pihak ketiga
tersebut dan menjadikannya sebagai kesepakatamn daémyelesaian

sengket&®

33 Khotibul Umam, Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadil¥iogyakarta: Pustaka
Yustisia, 2010, Cet. I, hal. 11.
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3. Negosiasi

Negosiasi adalah salah satu strategi penyelesaragksta, dimana
para pihak setuju untuk menyelesaikan persoalarkaemelalui proses
musyawarah, perundingan atawrdn rembu@ Proses ini tidak
melibatkan pihak ketiga, karena para pihak atauilmgk berinisiatif
sendiri menyelesaikan sengketa mereka. Para piledibat secara
langsung dalam dialog dan prosesnya. Meskipun damikketika
konfrontasi meningkat antara para pihak, sehingght snelakukan
negosiasi, maka penyelesaian sengketa dapat ditempialui alternatif
lain, seperti fasilitasi dan mediasi. Fasilitatandnediator dapat berperan
untuk memperlancar proses negosiasi yang sudaindertdi antara para
pihak yang bersengketa. Dengan kata lain, negoasdedah suatu proses
struktur dimana para pihak yang bersengketa beebisasama mereka
mengenai persoalan yang diperselisihkan dalam eangkencapai
persetujuan atau kesepakatan bersama.

Agar negosiasi dapat berjalan lancar, maka ketlampi
komunikasi dan wawasan para pihak sangat menentt&atama dalam
menyampaikan kepentingan pihak lain. Komunikasigydmaik adalah
komunikasi yang tidak agresif, dan tidak pula pasfapi lebih bersifat
asertif. Orang asertif berkomunikasi seperlunyeasebijaksana dan tepat
sasaran, sehingga menguntungkan dirinya dan oraing $ebaliknya,
orang agresif cenderung berbicara berlebihan sghimgerugikan pihak
lain, sementara orang pasif cenderung tidak bisafdangga merugikan

diri sendiri.
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Seseorang memerlukan proses pembelajaran panjamgk un
menjadi negosiator, mengingat manusia pada dasargi dilahirkan
untuk menjadi negosiator. Negosiator memerlukamunsigh keahlian
(skill) yang akan membantunya menyelesaikan seagikahg dihadapi.
Skill tersebut dapat berupa kemampuan komunikagimaknpuan
mengajak para pihak ke meja perundingan, dan barbegmampuan
lainnya.

Skill lain yang mesti dimiliki negosiator adalahrieka dan peka
terhadap perasaan dirinya dan orang lain, dapajadiependengar yang
baik, dapat berpikir jernih dalam mencari solusiedtif, mampu
menganalisis persoalan, dan bijaksana dalam menlgataputusan.
Kecakapan ini dapat diperoleh siapa saja asal indlai, sama halnya
dengan skill pemain sepak bola profesional menggibola hingga masuk
gawang, ia menjadi amat cakap karena latihan yangstmenerus.
Demikian pula skill negosiasi dapat dipelajariath dan ditingkatkan.

Proses pembelajaran dalam latihan peningkatan s&gjosiator
dapat diperoleh melalui sejumlah training atau tlgpga ditemukan
dalam praktik kehidupan sehari-hari, baik dalanmu&teda maupun dalam
masyarakat. Aktivitas sejumlah orang dalam duaklimgan ini acapkali
melahirkan persengketaan dan pertentangan yang nhodare
penyelesaian melalui jalur negosiasi atau jalurrjdiinnya, sebagai
contoh, bayangkan dua anak yang bertikai tentaatuuersoalan, tetapi
mereka mampu mengatasi masalah itu tanpa melibaikamg tuanya,

meskipun demikian kadang-kadang tidak jarang otaagterlibat dalam
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menyelesaikan masalah anak mereka dan memaksauahdkakur dan
saling menerima satu sama lain. Pembelajaran amlakndnenyelesaikan
persoalan mereka sendiri merupakan praktik negoséaa tingkat awal
yang baik, sedangkan tindakan orang tua memaksia amak saling
menerima dan akur satu sama lain, mencerminkadakgtiampuan orang

tua menjalankan negosiasi secara baik.

. Fasilitasi

Fasilitasi merupakan suatu keterampilan dalam prpsayelesaian
sengketa (konflik) dimana fasilitator berusaha rmgan komunikasi
dengan pihak yang bersengketa atau pihak yang deegmndangan dalam
upaya membangun dialog untuk menjembatani perbea@aeka. Dalam
hal ini, pertemuan dan dialog tercipta karena kgabaomunikasi,
persiapan dan aktivitas yang dilakukan sebelumudsgés dan selama
dialog, sehingga para pihak mempercayai proses yditgwarkan
fasilitator. Karena itu, fasilitasi merupakan inmstren yang akan
membantu proses dialog tersebut.

Tujuan utama fasilitasi adalah untuk mewujudkanegakaman
bersama (memorandum of understanding) di antara pérak yang
berkonflik, sehingga mendorong mereka untuk meric&paepakatan
(agreement) dalam mengakhiri persengketaan atadlikkondal itu
dimungkinkan karena proses fasilitasi, para pihacasm terbuka
mengemukakan pandangan dalam mendengarkan tupittalain, oleh

karena itu dalam melakukan fasilitasi dituntut knteemiliki ketrampilan
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dan pemahaman yang mengarah terhadap kondisi bddayingkungan
para pihak.

Sejak awal sejarah manusia, fasilitasi telah barpelalam proses
pengelolaan atau penyelesaian konflik antar metaka]ik pertama umat
manusia adalah pertentangan antara Habil dan Qalniy pada awalnya
dicoba selesaikan melalui dialog yang difasilithkbi Adam sebagai
fasilitator pertama dalam sejarah manusia, yanig peenjadi catatan.

Sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengksititaa tidak
akan berguna jika para pihak tidak benar-benarusedalam upaya
menyelesaikan sengketa atau konflik mereka sepahtiya kasus Habil
dan Qabil. Di samping itu, kecakapan fasilitatggusangat menentukan.
Fasilitator harus merupakan orang atau pihak yamgrain yang
memfasilitasi agar konflik dapat berakhir, yang apa&kan cita-cita dalam
keberhasilan suatu fasilitasi.

Sebagai orang atau lembaga yang berusaha menkalesai
sengketa dengan membangun ruang dialog antar pibag bertikali,
fasilitator selayaknya mengetahui peran dan stragtentu yang mesti
diterapkan selama proses fasilitasi berlangsunggétaehuan dan teknik
ini diperlukan dalam upaya menciptakan suatu konfdisilitasi yang
kondusif dimana para pihak saling menghargai, teabdan bersedia

menerima kritikan.
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Beberapa sikap (peran) dan langkah konkret (giijagang mesti
dikuasi oleh fasilitator adalaH:

Pertama tegaskan peran dan sasaran sebagai fasilitatosinD
fasilitator berperan sebagai pihak yang netral yagmgsaha menjembatani
dan membangun dialog antar para pihak. Penega&ap sietral ini
memiliki arti penting untuk menghindari kecurigadan menepis dugaan
bahwa fasilitator juga memiliki kepentingan terhmdaenyelesaian
sengketa atau konflik tersebut. Sasaran fasilitaid@lah menciptakan
suasana yang kondusif demi terwujudnya dialog yanguka, fair, dan
demokratis. Oleh karena itu, fasilitator tidak kaemengintervensi materi
dialog, ia hanya bertanggungjawab atas berjalapnyses dialog dengan
baik.

Kedua,fasilitator hendaknya mampu membantu para pihd&nda
mengidentifikasi keinginan dan kebutuhan masinghngas serta
menciptakan aturan dialog yang disepakati keduahbeihak. Identifikasi
dan aturan dialog diperlukan agar proses dialogatdderjalan secara
terstruktur dan tidak melenceng jauh dari alur Wguen utamanya.

Ketiga, fasilitator dapat menciptakan suasana yang memnokagki
para pihak untuk mendengarkan berbagai tuntutarkdenginan mereka.
Fasilitator juga harus memiliki strategi dan apisi jika emosi dan
kepentingan para pihak mengemuka saat dialog. Daletu dialog, para

pihak umumnya cenderung berusaha untuk memapar&esoglan dan

3 Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasiodakarta: Sinar Grafika,
2004, hal. 34.
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argumen masing-masing, dimana mereka seringkatiikagr emosional
dan tidak mau mendengarkan pihak lawan atau yangelberangan
dengannya. Untuk itu, fasilitator harus bersikap dalam mengupayakan
berlangsungnya proses dialog yang bermanfaat lzagi mihak, sehingga
mereka didengar dan dihargai serta tidak ada da@insaah satu pihak

untuk kepentingan dirinya semata.

. Arbitrase

Arbitrase adalah salah satu bentuk penyelesaiagkeendi luar
pengadilan, dimana para pihak yang bersengketaangkgt pihak ketiga
(arbiter) untuk menyelesaikan sengketa mereka. teelaan pihak ketiga
sebagai arbiter harus melalui persetujuan bersamapdra pihak yang
bersengketa. Persetujuan bersama menjadi pentigig dolaiter, karena
keberadaannya berkait erat dengan peran arbitermdahemberikan
keputusan akhir. Arbiter memiliki kewenangan damapeyang berbeda
dengan mediator, walaupun sama-sama sebagai pile#gakyang
membantu penyelesaian sengketa di luar pengadiidmiter tidak hanya
menjembatani para pihak dalam proses negosiasgatienpertemuan dan
mendorong para pihak mencapai kesepakatan, tet@pimemiliki
kewenangan menawarkan pertemuan, sekaligus merabeki&putusan
akhir. Mediator hanya berperan mengatur pertemu&mbantu negosiasi

antara para pihak dan mendorong mereka mencampalesgn damar

3 bid., hal. 72.
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Dalam proses arbitrase, keputusan akhir yang deoerarbiter
mengikat para pihak yang bersengketa, keputusag geambil arbiter
bukan didasarkan pada fakta-fakta hukum seperiingdroses peradilan,
tetapi didasarkan pada sejumlah kesepakatan ydvenggin dalam proses
arbitrase. Dalam proses ini para pihak tetap ditproleh arbiter
mengungkapkan seluruh pokok masalah yang menjatlisasgketa, dan
diberikan kebebasan para pihak untuk mencari jglanyelesaiannya,
peran arbiter dalam mencari kesepakatan damai p@mding, ketika para
pihak sudah tidak menemukan lagi alternatif apagyaepat guna
menyelesaikan sengketa mereka, di sinilah arbiiernttit memiliki
keterampilan menemukan solusi akhir yang dapat elesgikan sengketa
para pihak.

Dalam menemukan solusi akhir, arbiter tidak semadta
mengandalkan keterampilan (skill) dalam menjembapamna pihak dan
memfasilitasi pertemuan arbitrasi, tetapi ia jugaus menguasai sejumlah
pengetahuan, terutama berkaitan dengan pokok s@ngKeterampilan
yang dimiliki seorang arbiter terlihat jauh lebilerat bila dibandingkan
dengan keterampilan yang dimiliki seorang mediat@tena seorang
arbiter harus memberikan keputusan akhir. Dalanktirgika proses
mediasi gagal, kecenderungan para pihak membavgketanmereka ke
jalur arbitrase, hal ini menandakan bahwa arbitsabagai tingkat terakhir

dalam proses penyelesaian sengketa di luar peagadibrangkali inilah
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yang menjadi dasar perumusan persyaratan yangdasedigara seorang
arbiter dengan mediatd?.

Undang-Undang Arbitrase pasal 12 ayat 1 menyataiamat-
syarat seseorang yang dapat ditunjuk atau diarggtadgai arbiter harus
memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Cakap melakukan tindakan hukum;

b. Berumur paling rendah 35 tahun;

c. Tidak mempunyai hubungan keluarga sederhana ataensia sampai
dengan derajat kedua dengan salah satu pihak gketan

d. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepeatinlain ata
putusan arbitrase, dan;

e. Memiliki pengalaman serta menguasai secara akbfd#ingnya paling
sedikit 15 tahuri!

Arbiter sebagai pemegang kewenangan dalam membhberika
keputusan dalam menyelesaikan sengketa di luarapdag ditegaskan
dalam pasal 1 butir 7 UU No. 30 tahun 1999 tentargtrase dan
alternatif penyelesaian sengketa, yaitu:

“Arbiter adalah seorang atau lebih dipilih oleh gapihak yang

bersengketa atau yang ditunjuk oleh pengadilan kaubaga arbitrase,

38 Gatot Soemartondrbitrase dan Mediasi di Indonesidakarta: PT. Gramedia Pustaka
Utama, 2006, hal. 126.

37 Khotibul Umam,Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadildakarta: PT. Suka Buku,
2010, hal. 106-107.
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untuk memberikan putusan mengenai sengketa terigmtg diserahkan

penyelesaiannya melalui arbitrasd”.

6. Adjudikasi

Adjudikas berbeda dengan mediasi dan arbitraseardinpihak
ketiga bertujuan untuk mengajukan pendapat ataub®eekan keputusan.
Para pihak yang menggunakan jalur adjudikasi selalga penyelesaian
sengketa harus mengajukan bukti dan argumentdsdap tuntutan dan
keinginan masing-masing mereka, pihak ketiga (akiaidr) dapat juga
memberikan argumentasi dan pandangannya dalam mgkant sengketa
pada pihak, posisi pihak ketiga dalam adjudikasb&éga dengan posisi
pihak ketiga dalam mediasi. Pihak ketiga mediasnyha dapat
menyarankan opsi guna dipertimbangkan dalam merkenusuatu solusi,
pertimbangan dan rekomendasi mediator tidak dapamgikat pihak
manapun, sedangkan dalam adjudikasi mengikat p#mak pdalam
menyelesaikan sengketa.

Dalam adjudikasi, pembuat keputusan adalah pihaigeke/ang
tidak berhadapan secara langsung dengan para pérak bersengketa
(disputans). Pihak ketiga, bisa berupa seorangvithdiatau sejumlah
orang yang menangani dan memiliki otoritas untukaimegkan keputusan

yang dapat menyelesaikan sengketa dari para gftegdutusan yang berisi

3 Khotibul UmamOp.cit, hal. 102.
39 Syahrizal AbasMediasi, Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Addikum
Nasional Jakarta: Kencana Media Group, 2009, hal. 17-18.
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kewajiban atau bebas dari kewajiban, sepenuhnygadiekewenangan
adjudicator dan posisi para pihak hanyalah sel@gabhon keputusan.

Dalam memutuskan keputusannya, adjudicator harusnpma
menghadirkan sejumlah informasi dan argumentasi g yamapat
meyakinkan para pihak untuk menerima keputusan ydibgat oleh
adjudicator. Argumentasi adjudicator harus mampunghadirkan para
pihak untuk menerima keputusan yang dibuat olehudachtor.
Argumentasi adjudicator harus mampu dirasakancéelil para pihak yang
bersengketa sehingga dapat menerimé&hya.

Penekanan penting dalam proses adjudikasi adatajaj@n fakta
dan bukti dari masing-masing pihak kepada adjudicaehingga mampu
mempengaruhinya dalam pembuatan keputusan. Olem&atu, tidak
heran kalau salah satu pihak kadang-kadang berp@damargumentasinya
di hadapan adjudicator. Dalam posisi ini, adjudicditarus berpikir kritis
dan berusaha untuk melepaskan diri dari pengamlddainasi salah satu
pihak yang bersengketa. Adjudicator dapat membpga pihak untuk
melihat kembali fakta, penafsiran, penerapan atuwtan norma yang
diajukan oleh masing-masing pihak, secara otdiitatijudicator dapat
mengabaikan sebagian dari argumentasi yang diajutan masing-
masing pihak.

Keberadaan adjudicator dalam penyelesaian sengkétesarkan

pada legitimasi dan otoritas baik berupa otoritasias, politik maupun

0 pid., hal. 18.
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autokrtais. Pemenang otoritas ini cenderung diadams memiliki
kemampuan menyelesaikan sengketa, mampu mengaksiketa
kepentingan berbagai pihak, dan memiliki pola @&iter politik yang
netral. Pada akhirnya, adjudicator adalah orang gyamampu
menghasilkan keputusan yang tidak hanya memenidgikan para pihak
yang bersengketa, tetapi lebih jauh, lebih luas dardampak kepada
kepentingan agama, moral, dan kultural yang adandauatu komunitas
masyarakat.

Otoritas yang dimiliki adjudicator juga ikut memganuhi para
pihak dalam melaksanakan isi keputusan yang digaatrBahkan
masyarakat pun dalam memberikan tekanan kepadak pyang

bersengketa untuk mewujudkan isi dari suatu keputasljudicatof”

C. Persengketaan
1. Pengertian Sengketa

Pengertian sengketa dalam Kamus Bahasa Indonesiatibe
“pertentangan atau konflik, konflik berarti adanyaposisi atau
pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompd&y organisasi
terhadap satu objek permasalah#n”.

Senada dengan hal tersebut, Winardi mengemukak&mnpmngan
atau konflik yang terjadi antara individu-individatau kelompok-

kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingaug yama atas

“Ibid., hal. 19-21.
*2Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan PengenmbBabasaQp.cit, hal. 622.
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suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibakuinu antara satu
dengan yang lain. Sedangkan menurut Ali Achmadpdretapat bahwa
sengketa adalah pertentangan antara dua pihaklediduyang berawal
dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepenteitga hak milik yang
dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduafiya.

Dari pendapat di atas maka dapat dikatakan bahmgksta adalah
perilaku pertentangan antara dua orang atau lebéimg ydapat
menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya ddfmri sangsi

hukum bagi salah satu di antara keduanya.

2. Cara Penyelesaian Sengketa

Pada umumnya di dalam kehidupan suatu masyarakalh te
mempunyai cara untuk menyelesaikan konflik ataglseta sendiri, yakni
proses penyelesaian sengketa yang ditempuh dapaiumeara-cara
formal maupun informal. Penyelesaian sengketa aec&rmal
berkembang menjadi adjudikasi yang terdiri atas seso melalui
pengadilan Iitigasi) dan arbitrase, serta proses penyelesaian-peanigates
konflik secara informal yang berbasis pada keseapakgihak-pihak yang
bersengketa melalui negosiasi, medfasi.

Penyelesaian sengketa secara formal:

“3 http://afinz.blogspot.com/2010/03/mediasi-dalankima-islam.html
* http://vegadadu.blogspot.com/2011/04/penyelessémmyketa.html. diakses tanggal 10
April 2011.
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a) Arbitrase

Berdasarkan definisi yang diberikan dalam pasalngka 1
Undang-Undang No. 30 tahun 1999, arbitrase adaehpenyelesaian
suatu sengketa perdata di luar peradilan umum gafagsarkan pada
perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulish opihak yang
bersengket&

b) Adjudikasi

Adjudikasi berbeda dengan arbitrase, dimana pihalig&
bertujuan untuk mengajukan pendapat atau membekkaatusan,
pihak ketiga &djudicato) adalah orang yang mampu menghasilkan
keputusan yang tidak hanya berdampak kepada kegantiagama,
moral, dan kultural yang ada dalam suatu komumitasyarakat®

Penyelesaian sengketa secara informal:
a) Negosiasi (Perundingan)

Perundingan merupakan pertukaran pandangan darusigul
antara dua pihak untuk menyelesaikan suatu perstaggk jadi tidak
melibatkan pihak ketiga.

b) Mediasi
Mediasi adalah mengikut sertakan pihak ketiga dalam

penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat.

%5 Gunawan Widjaja,Alternatif Penyelesaian Sengketdakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2001, hal. 97.

6 Syahrizal AbasMediasi, Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Addikum
Nasional Jakarta: Kencana Media Group, 2009, hal. 21.



